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PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA

Oleh M. Husein Maruapey

1. Perlindungan Hukum

Teori yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon yang
menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam
pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan.
Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan

dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.
2. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu

dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan



perundang-undangan. (Soerjono Soekanto, 2005 : 5) Ruang lingkup penegakkan hukum
sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung

terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum.

Soerjono Soekanto (2011:8), menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum adalah sebagai berikut 1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). Faktor masyarakat,
yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5). Faktor kebudayaan,
yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup.

3. Ahok

Basuki T Purnama (BTP) yang akrab dipanggil Ahok lahir di Gantung, desa Laskar
Pelangi, Belitung Timur. la melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMU) dan perguruan tinggi
di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas

Trisakti. Ahok memutuskan untuk masuk ke politik di tahun 2003.

Pertama-tama, ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru yang dipimpin
oleh Dr. Sjahrir. Kemudian ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2004
dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur perode 2004-2009. Setelah itu,
Ahok terpilih menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Melihat kiprahnya, kita bisa
mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan,

kejujuran, dan pengorbanan.

Gaya kepemimpinan Ahok sangat cocok untuk Jakarta, karena beliau memiliki sikap
tegas. Tak heran, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok per April 2016 masih di atas
80 persen ( survei Populi Center, Juni 2016). Angka ini, merupakan apresiasi dan amanah dari
masyarakat DK Jakarta. Namun yang diharapkan oleh warga jakarta, ketegasan yang dimiliki
Ahok ini jangan sampai bercampur dengan arogansi, bahkan cenderung diktator. Di bawah
kepemimpinan Ahok, orang bisa mengakses informasi pengelolaan anggaran daerah,
transparansi dalam penataan organisasi birokrasi sehingga penempatan berdasarkan sistem

meritokrasi, penataan infrastruktur dan pelayanan public yang berjalan dengan baik.

4. Penegakan Hukum



Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia
bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum
(penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan
hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai

pemberi keadilan bagi yang berperkara.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan
dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar

kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.



